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1. Pasal 18 Ayat (6) L'ndang-Und,.IIg Dasar Negara Republik 
Indonesia To.hun 1945; 

2, Undo.ng-Undai1g Namer U Tahun l 950 tentang Pembentukan 
Dac::rah-Daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi .Jawa 
Tengah; 

a. bahwa unt.nk meningkntkan Pendapatan Astt Daerah .yang 

bersumber dati sextor Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame, 
dipandang perlu melakukan intensifikasi pemungutan Pajak 
Reklame; 

b. bahwa guna mem::ierika:1 dasar hukum dalam upaya 
irnensifikasj penungutan Pajak Reklame sebagaiinana dirnaksuc 

calam huruf a, serta untuk rnengakomodasi pekembangan 
p~raturan perundang-ur1<langan, maka Pcraturan Bupati 
Crobogan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Reklame perlu disesuaikan; 

c bahwa berdasarkan pertimba.ngan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturnn 13upati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobugan Nomor 54 
Tahun 20i4 tentang Petunjuk Pelak~anaan Pemungutan Pajak 

· Reklarne; 

BCPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUJ-JAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAJ, ATAS PERATURAl'f l:lUPAT; GROBOGAN NOMOR 54 T,\HUN 2014 
TENTANG PETUN-.'UK PELP.KSANAAN P8MUNGUTAN PAJAK REKLAME 

TEN TANG 

jij;RATURAN RUPATI GROBOGAN 

o NOMOR (j TAHUN 2019 

BUPATI GROBOGAN 

PROVINS! JAWA TENGAH 
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Beberapa ketentuan dala:n Peraturan Bupa.ti Grobogan Nomor 54· Tahun 201.4 

tentang Petunj uk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Belita Daerah 
bupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 54) diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERAT'JR!\.N BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME. . 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

3. Uncang-!Jndang Nomor 28 Tahun 1009 tcntang Pajak Daerah 
dan Retribusi Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nornor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3259); 

4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pemoentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2019 tentang 
Perubahan AtRR Undang-Undang Nomor 12 Taburl 201 l tcntang 
Pernbentukan Pera tu ran Perundarig-undangc..,,, [Lembarau 
Negara. Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor- 183, Tarobahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Norner 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 20LS tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 

tentang Peme.rintahan Daerah 'Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

fi. Peraturan Daerah Kabupaten Grcbogan Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pajak Dacrah (Lernbarari Daerah Kabupaten Grobogan 
Tahun 20 l 1 Nornor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 
centang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 
Nomor 6 Tahun 20 IO Len tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupatcn C.robogan Nomor 14); 
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21. Rcklame pcra.gaan adalah adalah rek.ame yang diselenggarakan dengan 

cara memperagakan suatu barang cengan atau tan pa disertai suara. 

16. Reklame melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk Iernbaran 

lepas diselenggarakan dengan cara ditempelxan, dilekatkan, dipasang 
atau digantung pada suatu benda. 

17. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lcmbarari lepas, 

diseleriggarakan dengan cara disebarkan , diberikan atau dapat diminta 

d.engan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, 
digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, 
leafleat, dan reklame dalam undangan. 

18. Reklarue Udara adalal: reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
merrggunakan balon, gas, laser, pesawat atau a.at lain yang sejenis. 

19. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan kata-kata yang diucapkan At;i11 dengan suara yang 
ditimbulkan dari atau oleh perantaraan slat. 

20. Rekl,unt! lilm/s!ide adalah reklame llc"l>cntL.k penayangan dengan bahan 

film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedungbioskop atau gedung 

pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat 
semi permarieri 

banner, rontek. 

13. Reklame Papan atau Billboard adalah rcklarne yang bersifat letup (tidak 

ctapat dipindahkan] terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, 

uym1, aluminium, logam, fiberglass, kaca, batu, tembok, beton atau 
bahan Jain yang sejenis. dipa sarig p;i,l;i renpat yang disediak:an (berdiri 
scndiri] atau digan tu ng atau ditcrnpel atau dibuat pada bangunan 

temook, dinding. pagar, tiang clan sebagainya baik bersinar, disinari 

maupun yang tidak bersinar. 

14. Reklame Videotrnnj Megarrony l.Ef) adalah reklame yang rnenggu.nakan 

layar monitor besar berupa program reklarne atau ik.an bersinar maupun 

tidak dengan gambar daa/atau rulisan berwarna yang capat berubah 
ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. 

J 5. Reklame kain adalah reklame yang tuju.an .materinya jangka pendek ata u 
r.nempromosikan suatu even a.tau kegiatan yang bersifat insidentiJ dengan 

meriggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. 
Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag 

chain ( rangkaian bendera), :enda. krey, bannner. giant banner, standing 
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Reklame Permanen adalah reklame yang memilik masa izin L (satu) 
tahun. 

Reklame Insidentil adalah .reklame yang masa izin kurang dari 1 (satu) 
tahun. 

Reklame Berja Ian adalah reklame ya.ng d itempatknn pada kendaraan atau 

benda. yang dapat bergcrak, yang diselenggarakan dengan menggunakan 
kendaraan atau dengan cara d!bawa/ didorong / ditarik oleh orang. 
Tcrmasuk didalarnnya reklame pada gerobak / rornbong, kendaraan baik 
berrnotor ataupun tidak. 
'~eklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau 
bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak perrna nen dan 

tujuan materinya mernpromosikan s.ratu Pven arau kegiatan yang bereifat 
insident.il 

Reklame outdoor adalah re k larne yang diternpatkan pada Iokasi diluar 
bar.gune n, atau reklame yc1.rig t.erletak di dalarn bangunan akan tetapi 
sasaren penyelenggaraannya (eye catcher) berada di luar bangunan. 

27. Reklarne indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan 
dengan sasaran (eye catcher) berada di dalam bangunan itu sendiri dan 
merupakan fasi!itas yang digunakan untu k umum. 

28. Panggung reklame adalah sararia, ternpat dan/atau fasilitas untuk 
memasang reklame. 

29. Penyelenggara adalah penyelengsara reklarne di Daerah. 
30. lzin adalah izin penyclcnggaraan reklame di Daerah. 
31 Titik rcklame adalah titik sebagal ternpar penyelenggaraan reklame sesuai 

Masterplan Reklame ci Daerah, 
3~. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar 

pengenaan pajak reklame, yang te~diri dar. biaya pemasangan. biaya 
perr.eliharaan, jenis reklame, lama pernasangan reklame rlan Nilai 
Strategis Lokasi Reklame. 

33. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang 

ditetapkan pada titik lokasi pemaeangan reklame tersebut berdasarkan 
kriteria kepadatan pemanfaatan t.ata ruang wilayah untuk berbagai aspek 
lccgiatan di bidang usaha, 

34. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang 
menyelenggarakan reklame -baik untuk dan atas namanya sendiri atau 
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 

surat diguna.kan Waiib Pajak u nruk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat 
pembayaran lain yang ditetapkan old; Bupan, 
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36. Su,at Ketetapan ?ajak Daerah , yang selanjutnya dismgkat SKPD adalah 

Surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terutang. 

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkar 

SKPDKB adalah Surat keputusan menentukan besarnya jumlah pajak 

yang terutang. jumlah kredit pajak, jumlah kekurarigan pembayaran 

pokok pajak, besnmya eanksi adrulnistras! dan jumlah yang masih harus 
dibayar. 

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku rang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan 
atasjumiah pa.ak yang ditetapkan. 

39. Surat Keteta.pan Pajak Daer-ah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah Suiat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
peml.Jayaran pajak karena jurr.lah kredit pajaz lebih bcsar dari pajak yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 

40. Surat Ketetapan Pajak Daeran Nihil, yang selanjutnya disingkar SI<PON 
adalal:: Surat keputusan yana menentukan jumlah pajek yang terutang 
Jang sama besarnya dengan kredit pajal«, atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak 

41. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
Surat untuk rnelakukar, tagihan pajak dan I atau sanksi adm.ioistrasi 
berupa bunga dan / atau denda. 

42. SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan 
peruncang-undang;in pe:-pajakan daernh , 

43 Bi:'lya Pemasnngan adalah keseluruna-i pembayaran atau pengeluaran 
biaya yang dikeluarkan oteh pernilik danj'atau penyelenggara reklame 
terrnasuk dalam ha! ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, 
kon struksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakftar., 
pcmancaran, peragaan, penavangan, pengecatan, pemasanga.n dan 
transportasi pengruigkutan dan lain sebagainya, sampai dengan bangunan 
reklame rarnpung, dipancarkan, diperagakan, dttayangkan atau 
terpacnng di tempat yang telah diijinkan, 

44. Biaya Pemeliharaan adaiah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran 
biaya yang dikeluarkan oleh pernilik dan atau pe'nyele:iggan; relclarne 
termasuk dalarn ha ini acalah pemebharaan bangurian reklarne, 
pengecatan ulang, perbaikar, insralasi listrik dan tain sebagainya sehingga 
bangunan reklame terawat dengan balk dan Iayak untuk dipasang di 
tempat yang telah diijiukan. 
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Ketentuan mengenai judul Bagian Ketiga Bah Ill diubah sehingga berbunyi 
sebagai oerikut : 

Calon Kepala Desa .. 

reklame yang diselenggarakan dalarn rangka pelaksanaan Pe:nilihan 
Umum rneliputi Pernilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pernilihan 
Presiden .dan Wakl Presideri, Pernilihari Gubernur dan Wakil 

Oubernur serta Peruilihan Buµali clan Wakil Bupati; dan 

g. reklame yang diselenggarakan dalarn rangka pelaksanaan Pernilihan 

r 

i. rcklarne film/ slide; 

j. reklame peragaan; dan 
k. reklame baliho 

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklarne adalah: 
a. oenyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 

warta mingguan, warta bulanan dnn sejenisnyn; 

b. label/merek produk ycwg melekai pada barang yang dlperdagangkan, 
yang berfungsi untuk membedakan dan produk sejenis lainnya; 

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 
bangunan ternpat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 
ketentuan tidak rnelebihi u kuran O,Sm' (nol koma lima) meter persegi: 

d. reklame yang diselenggara kan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinai dan/atau Perncririta h Dacrah: 

e. tulisan atau benda-bcnda yang clipasang sernata-rnata untuk 
menjamin keselamatan um.rm scpa njang tanpa adanya pesan sponsor; 

h. reklarne cuara: 

b. reklame kain da:n/ atau plastik; 

c. reklame melekatj' sticker, 

d. reklame selebaran; 
e. reklarne berjalan termasuk pada kendaraan; 
f. reklame udara; 
g. reklarne apung; 

Pasal 3 

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 
(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. reklame papan/ shop sign/ branding/billboard/ Videotron/ megatron dan 
sejenisnya; 

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
herikut : 
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NSR clitentukan sebagai berikut 
a. reklame udara sebesar RplS0.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 

hari; 
b. rcklrune cuara ee'besar RpS0.000,00 (li'ma puluh ribu rupiah) per 

penyele1Ll5lsaraan per hari; dan 

c. rcklame film/slide: 
1) Film sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) cietik; . 
2) Slide : 

a) dengan suara sebesar Rp2,000,0{) (dua ribu rupiah) untuk sekali 
tayang: rlan 

b) taripa auara eebesar Rpl.500,00 (seribu lima ratus rupiah] untuk 

sekali rayang. 

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehlngga berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 10 

c. ju mlah media relclarne; 

cl. jangka waktu pcriyclcriggaracn: 

e. nilai strategls; dan 
f. biaya Pemasangan dan Pemeliharaa:1 

(2) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 
NSR = Jumlah Reklarne x ( Biaya Pemasangan + Biaya Pemeliharaan ) x 

Nilai Strategis 
(3) Nilai Strategis (NS) sebagaimaria dimnk sud pada ayat (1) ditentukan oleh 

lokasi pemasanga.n reklame berd aaarkari pembo.gio.n kawaaan yang telab 

ditentukan sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupali ini. 
(4) Tabel Biaya Pernasangan, Biaya Pemeliharaan dan Nitai S-:ategis 

sebagaimana dirr.aksud pada ayat (1) dan contoh penghitungan NSR dan 
Pajak Reklame ada.ah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

(:) NSR dihitung berdasarkan : 

a. jenis Reklame; 
b. ukuran Reklarr.e; 

4. Ke ten t.ua n ayat (4) Pasal 8 diubah sehinee:::i berhunyi sebagai berikut : 

Pa.sa.l 8 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Perhitungan NSR 

.Je n i s Reklnmc Papan, Shop Sig'1, Billboard, Megatrori, Vidiotron, Triuision, 

Ba liho , Kain dan Plastik 
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I. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diu bah , sehingga berbunyi sebagai berikut: 

?asal l4 

I 

H 
I 

' t l<etentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 12 

(1'1 Setiap Wajib Pajak Reklarne waiib rnendaftarkan setiap penyelenggaraan 
reklame untuk diterbitkan SKPD. 

(2) SKPD scbagaimana dimakaud -pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala 
BPPK1\D dan dapat didelegasikan kepada ,pejabat lain yang dirunjuk 
setelah dilakukari penghitungan atas Pajak Rekla.me terhutangnya. . 

{3i SKPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), lernbar ke-I untuk Wajib Pajak 
Reklame dan Lernbar ke-2 untuk arsip. 

~ ,. 

[1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak 
Rekla:me, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala 
BPPKAD untuk menerbitkan : 
a. SKPDKB dalarn hal berdasarkan hasil perneriksaan atau keterangan 

lain, Pajak Reklarr e yang terutarig tidak atau kurang dibayar; atau 

b. S!CPDKDT jika ditemukan data baru dan/atau data yaug seuiula 
oelurn terungkap yang menyebabkan penambahar. jurnlah PaJak 
Reklame yang terutang, 

(2) Jumlah kekurangan Pajak Reklame yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) clikcnakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen] sebulan dihitung dari Pajak 
Reklame yar.g kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh ernpar] hul:m rlihinlng sejak saar terutangnya 
Pajak Reklame. 

(3) Jumlah kckurangan Pajak Rcklarne yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) hu.ruf b dikenakan ~o.n.k~i 
administratif berupa kenaikan lOO'Jlo [seratus persen) dari jumlah 
kekurangan Pajak Reklame tersebut. 

Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diu bah , sehinggn berbunyi sebagai berilcut : 

Pasal 11 
(I) Setiap penyelenggara reklarne wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD). 
(21 Dalam hal penyelenggara reklarne belum terdaftar sebagai Wajib Pajak 

Daerah, Kepala BPPKA.D dapat menerbitkan Nornor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD) secara jabatan. 



Pasal J 7 

l<epala BPPKAD menentukan l:anggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran Pajak Reklame yang terutang paling Jama 1 (satu) bulan 
kalender setelah saa: terutanznya Pajak Reklame. 

(2) SKPD, SKPDK3, SKPDKB't', STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

10. Keteut.uan ayat (1) dan ayat (2: Pasal 17 diutiah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jurulah 

Pajak Reklame yang harus dibayar bertambah merupakan casar 

penagihan Pajak Reklame dan harus dilunasi dalarn jangka, waktu paling 
lama l (satu) bulan sejak tangga' diterbitkan. 

(3) Kepala BPPK<\D atas permohonan Wajib Pajak Reklame setelah 

rnernerruhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 

kcpeda Wajib Pajak Reklame untuk rnerigarigeur atau menunda 

pembayaran Pajak Reklame, dengan dikenakan bunga sebesar 2°/o (dua 

persen) perbulan, 

·,. 

clengan sanksi admir.istrasi berupa bunga sebesar 2°/o (dua persen] ~P.tiap 
hulan u nru k jangka, waktu paling lama 15 (lima betas) bulan sejak saat 
terutangnya Pajak Rek larne. 

(3) SKPD yang tidak atau kurarig dibayar setelah jatuh tempo pernbayaran 
d+kcriakan sanksi aduiinisu asi bcrupa b.mga sebesar 2% (dua persen) 
per bulari dan ditagih metalul STPD. 

(4) Bentuk can format STPD tercanturn dalarn Larnpiran 11! yang rnerupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Reklame yang terutang dalam STPD 
ayar 11) h uruf a dan buruf b ditam bah sebagairr.ana dimaksud pada 

berupa bunga c. Wajib Pajak Reklame dikenakan sanksi adrninistrasi 
dan/atau denda. 

(2) Jumlah kekurangan Pajak 

Pasal 16 
(1) Bupati dapat melimpahkan kewena ngarmya kepada Kepala BPPKAD 

untu k rnenerbitkan STPD jika: 
a. Pajak Reklame da'arr; tanun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

• I 
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pernbayaran sebagai 

akibat salah tulis dan/atau salah hirung; darr/atau 

~- Ketentuan ayat (1) dar; ayat {4) Pasa, 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(4) Ker.aikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib 

::>ajak Reklam.e melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan. 

'! 
I 

10 
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12. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 diaisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Paaal 20A 
clan l'l'l~::il ?OB sehingga berbunyi eebugni bcrikut: 

Pasal 20A 
{I) Tahapan pelaksanaar: penagihan paak terutang yang tidak atau kurang 

bayar setelah jatuh tempo pernoayaran diatur sebagai berikut: 
a. surat reguran, surat peringatan atau surat lain yang sejerus sebagai 

awal tindakan pelaksanaan penagiaan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) 

liari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran yar.g tercanturn 

dalam SKPD, STPD, surat pcrnbet ulan , surat kepueusan keberatan 
dan/atau putusan banding; 

b. dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Teguran, 
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Pajak 
harus melunasi pajak terutang: 

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai bcrikut: 

Pasal l 9 
Waj!b Paja:< Reklame dapat mengajukan perrnohonan untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran Pajak Reklame dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupari dengan tembusan 

Kepala RPPKAD dengan alasan yang jclas dan capat 
diperto.nggungjawabkan; 

b, pennohonan angsuran atau penundean pembayaran Pajak Reklame harus 
diajukan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan sejak berakhirnya 
masa pajak; 

c. berdasarkan perrnohonan sebagaimana dirnaksud huruf a. Kepala BPPl<AD 
rnelakukan penelitian atas perrnohonan Wajib Pajak Reklarne; 

d. berda sarkan haail penelitia.n Kcpala OPPKAD memberi pertirr.bangan 
kepada Bupali; 

e. Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohor.an angsuran atau 
penundaan pernbayaran Pajak Reklame; 

f. dalam ha! perrnohonan untuk mengangsur pembavaran Pajak Reklarne 
dikabulkan, rnaxa pernbayaran secara angauran Pajak Reklame harus 
dilakukan secara teratur dan berturu t-turu r sampai lunas uengan 
dilccn akari bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak Reklarne 
tcrurang; atau 

g_ dalam ha! permohonan penundaan pernbayaran Pajak Reklame 
dikabulkan, maka pernbayaran harus tunas sebelum batas waktu yang 
ditentukan berakhir, dengan dikenakan bungs ~ehP.<'>AI 2o/o (dua persen) 
perbulan dari jnrnlah Pajak Reklame yang teru tung. 
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PasaJ 20B 
( 1) Penagiban Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa rnenunggu 

jar u h tempo pembayaran, dalam hal : 

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan mcninggalkan Indonesia 

untuk selamanya; 
b Wajib Pajak memindahkan Barang yang dimiliki atau dikuasai dalam 

rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau 
pekerjaan yarig dilakukan d: Indonesia; 

c . te rdapat indikasi bahwa . Wajib Pajak akan membubarkan, 

menggaburigxan atau memindahtangankar; badan usaha yang dimiliki 

atau dikuasainya atau rnelak u kan perubahan bentuk lainnya; 
dany atau 

cl. terjadi penyitaan atas oarang W<\jih Pajak yang menyirnpang dari 
jadwal waktu yang telah ditcntukan clengan rnemperha:ikan situasi 
dan kondisi Daerah. 

(2) l,epala BPPKAD menetapknn j ad wa l wn kt u cindnlcan peno.gihan. pajak yang 

mcnyimpang dari jadwzj wa lct.u yang telah ditentuka.i sebagahuaua 

dlmaksud ayat (l) cengan memoerhatlkan situasi dan kond.isi daerah. 

sebagaiman a dirnakaud pada huruf a, d.bcrikan paling banyak 3 (tiga) 

kali; clan 

ct. dalarn hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalarn 
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat teguran, surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis, Kepala BPPl<JI.D rnenerbitkan 
Surat Paksa setelah lewa t 21 (du::l puluh sa.tu] hari kalender sejak 
surat tcguran, surat peringatan a tau surat lain yang sejenis. 

(2) Ketentuan mei:igenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (]) huruf d dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pelaksanaan penagihan paiak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan 
penundaan Hf!'.< -Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta 
merigajukan pcmbctulan, pembatalan, pengurangan ketetapan clan 

periglrapu sau atau pengurarigan sanksi administrasi. 

(4) Dalam hal Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 
. I 

[tujuh] hari setelah tanggal Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala 
BPPKAD segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanaan Penyitaan. 

surat peringatan atau surat lain y::mg sejenis c. surat teguran, 



14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbuny: sebagai berikut : 

Pasal 22 

(1) Bupati atau Kepala BPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan seiak tanggal Surat Keberatan diterima, haru s memberi 
keputusan aras keberatan yang diajukan. 

(2) Keputuean Bupa.ti atau Kepala 3PPI<.A.D atas keberatan dapat berupa 
mcnerlma eeluruhnya atau sebagian, menolak°'atau menambah besamya 
Pajak Reklame yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11 telah lewat 

dan Bupati atau Kepala BPPKAD tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut diangga.p dikabulkan. 

Pasal 21 
( 1) Wajib Pajak Reklame dapat rnengaiukan keberatan kepada Bupati atau 

Kepala BPPKAD atas suatu : 
a. SKPD; 
b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT; dan 

LI. pernotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan peraturan perunda,,g-undangan pernajakan daerah. 

('>.) J<eberatan sebagaimana dimaksr.rl pada ayat {l) diajukan secara tertulis 

dalam bahasa Indonesia dengan diecrtai ala san yang jelas. 

(3) Keberatan har us diaju kart dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bu Ian 

sejak tanggai surat, tanggal pemotongan atau pernungucan sebagaimana 
dlma ks ud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak Reklame dapat 

menunjukkan bahwa jangka wakru rtu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kuasannya, 

(4) Keberatan dapat diaju ka n apabila Waj ib Pajak Reklame telah membayar 
p,iling sedikit seju mlah yang telah disctuju! Wajfb Pajak Reklame. 

(5) Kcberatan yang tidak memenum persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak diar:ggap sebagai Surat 
Keberatan sehingga tidak dapat clipertimbangkan. 

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang ciiherik.an oleh BPPKAD atau 
tanda penzinrnan surat keberatan melalui aurat poa tcrcatat dlgunakan 
sebagai tanda bukti penerima.an aur-at keber .. tan. 

3. Ketenruan ayat (1), ayat (2) dan ayat (61 Pasal 21• diubah, sehingga berbunyi 
sebagai beriku t : 
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16. Ketentuan ayat ;2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 
(1) Bupati berda sarksn permohonan Wajib Pcjak Reklame dapat memberlkan 

perigurangan dan kcringanan Pajak Reklame. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan clan keringanan Pajak Reklame 
sebagaimana dirr.aksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut : 
a. permohcnan pengurangan atau keringanan Pajak Reklame disarnpaikan 

secant tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan 

ternbusan Kepala BPPKAD diserrai alasan yang jelas dan dapat 
rlipP.rtanggungjawabkan; 

b. berdaaarkan permohonan sebagaimana dtmaksud. pada huruf a, Kepala 

6PPKAD rnelakukan analisa kelayakan perrnohonan pengurangan atau 
keringanan Pajak Reklame; 

c. berdasarkan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala 
BPPK>\P mernberi pertimbangan kepada Bupati; 

d. apabila alasan .permohonan pengurangan ctau kcringanan Pajak 

Reklame dikabulkan, maka Dupatl rnenerbitkan surat keputusan 
pengurangan Pajak Reklarne; 

e. apabila permohonan pengurangan a:au keringanan Pajak Reklame 
ditolak, Bupati harus memberi:ahukan kepaca Waiib Pajak d.sertai 
alasan penolakannya; dan 

f. keputusan pemberian pengura ngan atau kermganan Pajak Rcklame 

harus disarnpaikan kepadn Wajib l'ajak Rckl,1.me paling larnbat 1 (satu) 
bulan sejak tanggal perrnohonan diterima. 

Pasal 23 

(1) Wajfo Pajak Reklarne hanya dapat mengajukan pP.rmohonan barrdirrg 
l kepada Pengadilan Pajak terhadap kcpc.tu san mcngcnai keberatan yang 

ditetapkan olch Bu pati atau Kepala BPP!,AD. 

12) Permohonan banding sebagairnana dimaksud pada ayat 11) diajukan 
secara tertufis dalam aahasa Indonesia, dengan alasar; yang jelas dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan seiak keputn san diterima, 
dilarnpirt salinan dari surar kepurusan keberatan tersebut. 

(:l) Pengajuan permohonan banding scbagaimaria dimaksud pada ayat (1) 

mcnangguhkan xewajibau Wajib Pajak untu k membayar Pajak Reklame 

sampal dengan 1 {satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

5. Ketenluan ayat (1) dan ayat (3) Pasal '.23 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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PasaJ 26 

(1) Ata s permohonon Wejib Pajak Reklame atau karena jabatannya Kepala 

BPPKAD dapat membetull<an SKPD, SK?DKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang da!am penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-unrlangan perpajakan daerab. 

(2) Bu pari dapat : 

a. merigurarigkan atau rneughapuskan sanksi administratit berupa bunga, 
denda, dan kenaikan Pajak kekrame yang terutang menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam bal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak Reklame atau bukan karena 
kesalahannya; 

b. mengurangkan atau mernbaralkan Sl<PD, SKPDKB, SKPDiffiT atau 

STPD, SKPDN atau SKPDL,B yang tidak beuar; 

c, rnengurangkan atau mernbatalkan STPD; 

cl. rnernoatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak Reklame yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 
ditentukan; dan 

e menguranzka-i ketetapan Pajak RP.klame terutang berda.sarkan 

percimbangan kernarnp uun membayar .Wajib Pajak Reklame atau 
'koridiai terteritu objek Pajak Rel<lame. 

(3) Tara cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan 

pengurangan atau pernbatalan ketctapan Pajak Rekiarne sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2).diatur sebagai bcrikut : 

i1 Wajib Pajak Reklarne mengajukan perrnohonan secara tertulis dalam 
bahasa Indonasia kepada Bupati dengan terabuaan Kepala Bf>PKAD 

diserta alasan yang jelaa dan dapat dipertanggungjawabkan; 
b, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala 

J::l?PKAD melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak Reklame; 
c berdasarkan nasil penelitian Kepala BPPKAD rnemberi pertirnbangan 

kepada Bupati; 

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi 
adrninietrast, pengurarigan atau pernbatalan ketetapan Pajak Reklame 
dltetapkari oleh Bupati: 

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(3) Pemherian pengurangan atau keringenan Pajak Reklame, paling tinggi 

sarnpai dengan 25</o (dua puluh lim9 persenj, 
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Pa.sal 27 

(1) Ata s kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak Reklarne dapat 

mengajukan permohonan pengembaJ;an kelebihan pembayaran kepada 

Bupati dengan temousan Kepala BPPKAD, dilengkapi dengan infcrmasi 
yang paling sedikit menyebutkan mengenai : 
a. narna dan alarnat Wajib Pajak Reklame; 
b. masa Pajak Reklame: 

c. besarnya kelebhnn pembayaran Pajnk Rcklame; clan 
d. alasan yangjelo.3, 

(2) Kelebihan pembayaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terjadi 
apabtta : 

a. Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya 
terutang: atau 

b. dilakukan pembayaran Pajak Rekla.me yang tidak seharusnya terutang. 

("·) Berdasarkan pennohonan sebagairnana dtrnaksud ayat (l). Kepala 

DPPKAD rnelakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak Reklame. 
(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagairnana dimaksud paca ayat (2) Kepala 

BPPKAD memberi pertimbangan kepada Bupati. 
I 

(5) Bupati calam jangka waktu paling lama :2 (dua belas) bulan, sejak 

diterimanya permohonan pengemhalian kelebihan pembnys.ran Pajak 

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan 
kepu tu san. 

(6) /\pabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah 

rlilampau; dan Bupati tidak menberikan suatu keputusan, pennohonan 
pengembalian pembayaran Pajak Rexlame dianggap dikabulkan d:;1J1. 

.SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu p;;Jing lama l (satu) 
bulan. 

(71 Apahila Wajib Pajak Reklrune mcmpunyai utang Pajak lainnya, kelebihan 
:>embayara11 Pajak Reklame sebagarrnana dimaksud pada ayat (1) 

l8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) PasaI 27 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

e. paling larnbat 3 (tiga) bulan sejak mer.erima permohonan sebagaimana 

dimaksud huruf a, Bupati harus sudah mernberikan suatu keputusan: 
dan 

f. apabila setclah lewat waktu 3 (tiga] bulan sebaga.imana dimakoud huruf 

e , 6upati belurn memberikan keputuean, maka permononan 
sebagnimnria dimaksud hut uf a dianggap dikabulkan. 
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Ketentuan Pasal 32 diubab sehingga berbu nyi sebagai beriku t 

20. Ketentuan ayat ( I) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 31 

(l) BPPKAD selaku perangkat daerah yang rnelaksanakan tugas pemungutan 
pajak diberikan insentifatas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian inseririf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 
Anggaran Penda.patan dan Belanja Dacrah. 

(3) Pemberian dan pemanfaatan msenul sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
cliretapkan dengan Keputusan Bupari berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

19 Ketentuan ayat (3) Pasal 30 ciubah sehingga berbunyi sebagai herikut : 
Pasal 30 

(') Piu tang Pajak Rekl.ame yang tidalc mungkin ditagih lagi kai ena hak unruk 

melakukan penagihan eudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 

[2) Bupatl uienetapkan keputusan penghapusan piutang Paak Reklame yang 

sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(:)) Taca cara penghapusan piutang Pajak Reklame yang sudah kadaluwarsa 

diatur sebagai berikut : 

a. Kepala BPPKAD menyampaikan laporan kepada Bupati piutang Pajak 

Reklrune yang sudah kadaluwarsa; 

b. berdasarkan laporan sebagairnana dimaksud huruf a, Bupati 
menerbitkan keputusan penghapusan piutang Pajak Reklame yang 
sudah kadaluwarsa; dan 

c. Kepala BPPKAD memberitahukan keputusan penghapusan piutang 
Pajak Reklame yang kadalnwarse kepada Wajib Pajak Reklame clan 
perangkat daerah lain yang terkait. 

lR ngs11ng diperhitungkan u nt u J.: mclcmusi tcrlebih dahu iu utang Pajak 
terse but. 

(8) Pengembalian keleoihan pernbayaran Pajak Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dala:n jangka waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(9) Jika pengernbalian kelebihan pembayar an Pajak Rcklame dilakuka.u 

setelah lewat 2 (c.ua] bulan, Kcpala OPPl<AD memberikan Imbalan bunga 

scbesar 2% (dua perser.] perbulan atas keterlambaran pembayaran 
kelebihan pembayaran :>ajak l~el<lame. 
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Peraturan Bupat: ini rnulai berlaku pada tanggal d:undangkan 

gar seuap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Pcraturan Bupat 

ni dengan penempatannya dalarn Berua Daerah Kabupaten Grobogan. 

Pasalll 

=asai 32 

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak 
Reklame ditugasxan kepa::l.a BPPKAD. 

Dalam melaksanakan tuzasnva 3PPKAD dapat bekerja sama dengan 
perangkat daerah atau lembaga lain terkait. 
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c. Jalan yang menghubungkan arr.ai de sa, desa 
dengan Kota Kecamatan (kecuali jaian yang 
sudah rnasuk kawasan lain). 

3. 2 

-- !(,\ WAS AN Ill (Sub Dis,rict), terdiri cari : 

a ,Jalan yang rnenghubungkan Kota Kabupaten 

dengan Kota Kecamatan; 
b. Jalan y~ne menghuhungkan Kora Kecamatan 

dcngan Kota Kccarnntan: dan 

3 clan 

I) Lapangan Olah Raga, Ter:nlnal, Pasar daerah 
clan Pusat ibu kota Kecamatan. 

l z. 

f. JI. Jendral Sudirman sarnpai dengar: Bundaran 
Getasrejo; 

g. Jl. Diponegoro sarnpai dengan baras kora. dan 
h. Jalan lainnya di ·;.1ilayah kota Purwodadi 

----·--·· l<AWASAN !I (Cit:il and Secondary CBD), terdi:i dari : 
a Kawa sart di Kota Purwodarii ~P.lain kawasan l: 

NO KAWASANPEMASANGAN NILAl KODE STRATEGIS 

KAWAS.<\N I (Cent~a! Bussmes Districrl, terdlrt dari : 

a. Alun - alun dan Simpang Lima Purwodadi; 

b. Terminal lnduk Purwodaci, Swalayan dan "asar 
lnduk Purwodadi; 

c. Jalan Protokcl R. Suprapto: 
1. d. JI. A. Yani sampai dengan ba:as kota: 4 CBD 

e. JI. Gc1:jah Mada sampai rormi n al induk; 

csc 

K1\WASAN PEMASANGAN REKLAME DAN NlLAl STR!\TEG!S 

LAMP!RAN l 
PER!\TURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR TAHUN 2019 
TENTANO 
PERIIRAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 
T/\HUN 2014 TE'iTANG 
PETUNJU!< PELAKSANAAN 
PE:MUNGUTAN ?AJAK REKLAME 
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SRI SUMARNI 

CapTTD 

BUPATJ GR030GA.N 
' 

NIP .. 

Kepala BPPK..0.0 Kab. Qrobogan, 

oe o.2ru. en..-cut: 
l Pokok pji.jak yar.2 harus dibavar Rn 
2 Telah dibavar tanccal ............... Ri> 

I 3 Pen an Ro 
4 Jumlah vana daoa t diocrhitu nzkar. '2+:\l Rn 

I 5 Kuranz Dibavar (14} Ro 
5 Sanksi adrninistrasi (Pe:·da No 6 th 2010) Rp 

Bunga - ......... Bulan x 2% x RE ........... (51 
7 Jumlah vang hems dibayar (~+6\ Rn 

Denzan Huruf : 

II. Dari Pemeriksa tersebut diatas jumlah yang rnasrh yang masih harus dibayar 
ada.lo.h b · b " 

Alam at 

l. IJcnl.isarka.n Pcraturan Daerah Kabupui.en Grobogan Nornor 6 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daer ah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pernbayaran 
Pajuk Re klarue 
Nama Usaha 
Alam at 
Nama Pernilik 

'l'u11~gal jat u h Lcmpo : 

D, ··················· 
N<>ITt<)r 

THngf~HI 

Kepada 
Ylh. .. . 

SURAT TAGf~ PAJAK DAERA.H 

Pt:Mt:J:<.lNTAH KAI:$\., FATt::!\ Li l<Ul:!UGAN 
BP..DAN PENCAPATJ\N. PENGELOLAAN KELANOAN DAN ASET DAERAH 

.Jln S. Parrr an Nomor 2J Tclp. 102',2) 4'.21040 (Hunting) 
?urwoa&.di - 58 ll l 

B-ENTUK DAN FORMAT STPD 

LAMPTRAN Ill 
?ERA1'URAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR TAHUN 2019 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI GROBOGAN NOMOR 54 
TA[-iUN 2014 TENTANG 
l't:TUNJUK PEl.AKSANAAN 
PEMUNGUTAt-; PAJAK REKLAME 

l 
I 



SRI S!JMARN'l 

CapTTD 

BUPATI nROBOGAN 
' 

dengan Kota Kecarnatan (kecuali jalan yang 

sudoh maeuk kawacan loin). 

SD 

a. . .Ja la n ~rang rnenghu bu ngkan l(ota l<abupaten 
dengan Kata Kecamatan; 

b. Jalan yang menghubungkan Kota Kecamatan 
3. dengan Kota Kecamatan; dan 2 

c. Jalan yang menghubungkan an tar desa, desa 

csc 3 2 

a. Kawasan di Kota Purwodadi selain kawasan I; 
dan 

b , Lapangan Olah Raga, Terminal, Pasar daerah 
dan Pusat ibu kota Kecamatan. 

CED 4 l. 

KAW ASAN I ( Central Bu.ssines District), terdiri dari : ' 
a. Alun - alun dan Simpang Lima Purwodadi; 
b. Terminal lnduk Purwodadi, Swalayan dan Pasar 

Induk Purwodadi: 
c. Jalan Protoko. R. Suprapto; 

d. J\. A. Yani sampai dengan batas kola, 
e. JI. Uajah Mada sampai terminal induk; 
f. Jl. Jendral Sudirman sampai dengan Bu ndaran 

Getasrejo; 
g. J1. Diponegoro sarnpai dengar batas kcta; dan 
h. ,Jalan lainnya di vrilRyah kot.a Purwndacli 

·------KAW/\S.'IN ll (City a.:nd Secondary CED), tcrdiri dari: 

KAWASAN PEMASANGAN KODE NI LAI 
STRATEGIS NO 

KAWASAN PEMASANGAN RE:KLAME DAN NILAI STRATEGIS 

LA.MPlRAN I 
PERATUR'\N BUPATl GROBOG.A.N 
NO MOR TAHUN 2019 
TENTA.'lU 
PERUBAHAN P.TAS PERATURAN 
BUPAT1 GROBOGAN NOMOR S4 
TA HUN 2Cl4 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 
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SRI SUMA RN! 

Cap TIO 

BlJPATI GROBOGAN • 

NIP . 
......................................... 

KepalaBPPKAD Kab. Grobogan, 

adalah sebazai berikut : 
1 Pokok oaiak vanz hnrus dibovnr Rn 
2 Telah dibavar tan zzal ............... Ro 
3 Peneuranean Ro 
4 Jumlah van" dapar dioernirunzkan 12T3l Ro 
s Kuranc:t Dibavar I l-4l Rn 
6 Sanksi administrasi (Perda No 6 th 2010) Rp 

Bunza = ......... Bulan x 2% x Ro ........... 151 
7 J urnlah vru12~ha.rus clibavar 15 >6\ Re 

Denrran Huruf: I 

II. Dari Pemeriksa tersebut diatas jumlah yang masih yang masih harus dioayar 

....................................... 

........................................ 
........................................ 
........................................ 

I. Uurda~ar:-an Per atur an 0RP.r'1h Knbupatcn Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tcntang 
Pujuk Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran 
Pajak Reklarne 
Nama Usah~ 
Alarnat 
Nama Pemilik 
Alarnat 

Tnnf;i;nl jat uh Lcmpo : 

l)j . 
NtltTl<>r 
Tringg~I 

SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH 

Kepada 
Yl'i. . 1. 

PEMERlNTAH KABUPATEN GROBOGAN 
SADAN PENDAPATAN, PENOl.sL()LAAN KEUAJ\'GAN DAN ASE1' DAERAH 

"Jin. S. Parman Nornor 23 Tclp. (0292) 421040 (Hunting). 
Purwodadt - 5811.l 

BENTUK DAN FORMAT STPD 

LAM PTRAN 111 
PERATURAN BUPATl GROBOGAN 
NOMOR TAHUN 2019 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERA.TURAN 
BlJPATI GROBOGAN, NOMOR 54 
TAHUN 2014 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 

I 
I 
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